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Mekanisme perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri
dalam kasus perampasan barang bukti narkotika masih menjadi perdebatan dalam
praktik hukum di Indonesia. Secara normatif, Pasal 101 Ayat (2) Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun ketentuan ini tidak megatur
dengan detail sehingga mengakibatkan terjadinya hambatan dalam mekanisme
penyelesaian keberatan pihak ketiga dan terdapat beberapa akibat-akibat hukum
dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan hambatan dan
upaya mencegah hambatan serta akibat hukum dari kekosongan hukum di
Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut
adalah yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian sosiologis (sociological
approach) yang berkaitan dengan penyelesaian keberatan pihak ketiga dalam
perkara narkotika dengan Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
Analisis data dilakukan secara deskriptif (descriptive analysis).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan peraturan terkait
prosedur penyelesaian permohonan keberatan pihak ketiga yang beritikad baik
selaku pemohon menimbulkan hambatan dalam pelaksanannya dan juga
menciptakan akibat hukum baru bagi majelis hakim di Pengadilan Negeri
Lhokseumawe. Penelitian ini juga menunjukkan upaya-upaya yang digunakan
hakim untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian permohonan keberatan
pihak ketiga dalam perampasan barang bukti perkara narkotika di Pengadilan
Negeri Lhoksseumawe.

Penulis berpendapat agar hakim dan pengadilan lebih aktif serta progresif
dalam menilai kepemilikan barang bukti yang berpotensi milik pihak ketiga sejak
pemeriksaan perkara pokok, dengan penafsiran yang berorientasi pada
perlindungan pihak beritikad baik dan konsistensi praktik peradilan. Selain itu,
diperlukan mekanisme keberatan pihak ketiga yang lebih terstruktur, termasuk
standar pemeriksaan dan koordinasi antar aparat penegak hukum guna mencegah
perampasan yang merugikan pihak yang tidak terlibat tindak pidana. Secara
akademis, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek kajian, melakukan
studi komparatif antar jenis tindak pidana, serta merumuskan konsep prosedur
teknis yang mampu menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara
seimbang.
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